BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa, akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan
alokasi dana desa tahun 2019 di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten
Dompu, diperoleh hasil:
1. Pembatasan Tugas
Pemerintah Desa dalam membuat laporan dan rincian Alokasi Dana
Desa (ADD) dibuat berdasarkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan
Peraturan Desa sehingga rincian Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut telah
sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, hal ini terlihat dari hasil
laporan dan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ranggo
Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Dalam penggunaan dana desa ranggo
30% dari dana desa di gunakan untuk operasional sedangkan, sisanya 70%
di gunakan untuk pembagunan. Sedangkan dana desa untuk pembangunan
tidak di gunakan di karenakan dana tersebut di alokasikan untuk hal lain.
2. Pertanggung jawaban
Pertanggungjawaban merupakan pertanggungjawaban pemerintah
desa atas kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara administratif
berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa atas
pengawasan Camat kepada Bupati Donggala melalui Bagian Tata

Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu. Menurut
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Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan
dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana
Desa. Pertanggungjawaban Dana Desa pelaksanaan pengelolaan Alokasi
Dana Desa Ranggo kecamatan pajo kabupaten Dompu sangat rendah hal
ini terlihat dari hasil Dana Desa pada 2019.
5.2. Saran
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas,
ada beberapa saran yang dapat dikemukakan dan perlu kiranya untuk
dipertimbangkan:

1. Untuk pemerintah Desa, penggunaan Dana Desa sebaiknya tidak
digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan nominal yang besar.
Alangkah baiknya juga harus memperhatikan pembangunan ekonomi
kreatif seperti pembinaan terhadap petani. Mengingat masyarakat Ranggo
mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga selanjutnya
diharapkan Desa Ranggo mempunyai produk dari hasil pertaniannya
sendiri.

2. Pemerintah seharusnya lebih Transparan dalam alokasi dana desa untuk
kemajuan desa Ranggo itu sendiri, dan memfasilitasi apapun yang
dibutuhkan oleh masyarakat seperti desa lainnya yang ada di kecamatan
Pajo kabupaten Dompu.

3. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dompu

alangkah baiknya melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan
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dana desa dan identifikasi potensi desa. Sehingga diharapkan penggunaan

dana desa sesuai dengan tujuan dari kebijakan dana desa itu sendiri.
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